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ABSTRAK
Damayanti Rizki, 2010  “Tinjauan yuridis terhadap pelayanan satu pintu dalam manajemen pengurusan birokrasi TKI (Studi pada BP3TKI Propinsi jawa tengah,Semarang). Skripsi jurusan ilmu hukum. Fakultas hukum. Universitas Negeri Semarang. Tri Sulistiyono,SH,M.H dan DR Nurul Akmad,SH,M.H. 164 Halaman
Kata Kunci : Pelayanan satu pintu, Manajemen pengurusan birokrasi  Tenaga Kerja Indonesia.  
Pelayanan satu pintu, merupakan suatu pelayanan terpadu di bawah koordinasi langsung BNP2TKI pusat, dan pelaksanaanya berada di BP3TKI Propinsi Jawa Tengah Semarang. Yang pada dasarnya pelayanan satu pintu tersebut pelaksanaanya dilakukan dengan benar dan tertib, mudah dan cepat tanpa diskriminasi, dengan tujuan untuk mencapai sasaran program penempatan tenaga kerja ke luar negeri dilakukan sosialisasi oleh instansi pemerintah dengan mengikutsertakan peran masyarakat. Dalam pelaksanaan peraturan kepala BNP2TKI Nomor : PER-01/KA/11/2009, tentang petunjuk pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu, yang pada intinya menerapkan pola pelayanan terpadu satu pintu yang di selenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu yang mengutamakan pada pemberian kemudahan pelayanan pemprosesan dokumen penempatan tenaga kerja Indonesia dengan lokasi yang telah ditentukan yaitu berada di lingkungan BP3TKI.

Penelitian untuk penulisan skripsi ini di batasi pada permasalahan dari dalam penelitian, yaitu : 1) Bagaimana sistem pelaksanaan manajemen pengurusan birokrasi terhadap pelayanan TKI yang ingin bekerja di luar negeri mengenai pelaksanaan penempatan kerja atau perlindungan hukumnya, 2) Bagaimana penerapan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu di BP3TKI menurut peraturan kepala BNP2TKI No :PER-01/KA/II/2009, mengenai petunjuk pelaksanaan program pelayanan terpadu satu pintu, 3) Bagaimana upaya BP3TKI di dalam meningkatkan pelayanan satu pintu di dalam pengurusan manajemen birokrasi TKI. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui bagaimana BP3TKI di dalam pembenahan pelayanan satu pintu terhadap manajemen pengurusan birokrasi TKI, 2) Untuk mengetahui bagaimana sistem penerapan manajemen standar perlindungan hukum bagi TKI di bawah kendali BP3TKI.

Penyusunan penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yuridis Sosioligis , penelitian ini berlokasi di awal penelitian berada pada BNP2TKI,Jakarta dan BP3TKI Propinsi jawa tengah Semarang. Fokus penelitian ini adalah upaya peningkatan mutu BP3TKI di dalam pelayanan satu pintu terhadap manajemen pengurusan birokrasi TKI baik penempatan kerja maupun perlindungan hukumnya, 2) Bagaimana system penerapan manajemen pengurusan birokrasi terhadap pelayanan TKI yang ingin bekerja di luar negeri sebagai upaya peningkatan mutu  publik bagi para tenaga kerja Indonesia. Sumber data yang diperoleh secara primer dengan wawancara dan pengamatan serta sumber data sekunder yang berupa dokumen. Alat dan teknik pengumpulan data di peroleh dari penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung ke tempat penelitian, menggunakan teknik wawancara dan observasi langsung dengan mengadakan pengamatan dari dekat ke tempat objek untuk mendapatkan data mengenai pelaksanaan pelayanan stu pintu (PTSP) di BP3TKI, Propinsi Jawa Tengah Semarang. Objektivitas dan keabsahan dta, menggunkan teknik trianggulasi dengan menggunakan perbandingan analisis data yang berlangsung secara interaktif, dimana pada setiap tahapan kegiatan berjalan serasi, analisis data, reduksi data penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa system pelaksanaan manajemen pengurusan birokrasi terhadap pelayanan TKI yang ingin bekerja di luar negeri mengacu pada peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan TKI yang mengandung prinsip murah, cepat, tidak berbelit-belit dan aman dengan tetap mengutamakan keselamatan TKI yang ingin bekerja di luar negeri baik fisik, moral maupun martabatnya. Melalui pelayanan terpadu satu pintu di BP3TKI Propinsi jawa Tengah, adapun jenis pelayanan yang di selenggarakan di BP3TKI Propinsi Jawa Tengah, yaitu : 1) rekomendasi pendirian kantor cabang PPTKIS, 2) Penerbitan SIP, 3) Penerbitan SPR CTKI, 4) Pendaftaran&seleksi CTKI penempatan pemerintah, 5) Penyiapan kualitas/kompetensi CTKI, 6) Penerbitan rekomendasi pembuatan paspor CTKI, 7) PAP, 8) Penerbitan KTKLN, 9) Penanganan kasus, 10) Penjelasan&penandatangan perjanjian kerja TKI, 11) Pemeriksaan KTKLN di embarkasi, 12) Pemberangkatan&pemulangan TKI, 13) Pemberdayaan TKI purna. Adapun prosedur proses penempatan TKI yang berada di Negara penempatan, yaitu dilakukan dengan tertib tanpa diskriminasi terhadap proses pelayanan penempatan TKI, mulai dari kegiatan Pra penempatan, masa penempatan, sampai purna penempatan, serta upaya peningkatan BP3TKI jawa tengah dalam pelayanan terhadap manajemen birokrasi TKI adalah dengan : 1) kebijakan teknis, 2) pelaksanaan sosialisasi program pelayanan terpadu satu pintu, 3) Pemberdayaan TKI.

Saran yang dapat penulis sampaikan yaitu : 1) BP3TKI Propinsi Jawa Tengah dalam memberikan pelayan terhadap TKI yang ingin bekerja di luar negeri agar di tingkatkan mutu pelayananya, dan pemberian pelayanan yang lebih menerapkan system yang selektif dalam menyeleksi perlengkapan dokumen sehingga dapat mengurangi kasus yang menimpa TKI di Negara penempatan, 2) BP3TKI perlu meningkatkan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sehingga pelaksanaanya berjalan lebih efektif, terkoordinasi dan tidak memakan waktu yang lama.
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